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The Use of E-Money from the Perspective of Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah 
 
Abstract. This study aims to analyze the use of e-money from the perspective of maqashid sharia fi al-
muamalah, focusing on the types of contracts applied and their legal implications. The research employs 
a normative legal method with a qualitative approach through library research. The data are derived 
from primary legal materials, including statutory regulations and fatwas issued by the National Sharia 
Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), as well as secondary legal materials such as 
books and scholarly journal articles related to Islamic economic law and maqashid sharia. The findings 
indicate that the use of e-money is generally permissible in Islam as long as it complies with sharia 
principles. The contracts applied in e-money transactions include wadiah or qardh between issuers and 
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users, as well as ijarah, ju‘alah, or wakalah bi al-ujrah in transactions involving payment system service 
providers. From the perspective of maqashid sharia, e-money supports the objective of protecting wealth 
(hifz al-mal) and promotes public benefit in muamalah transactions. Nevertheless, the implementation 
of e-money must avoid elements of riba, gharar, and maisir to remain consistent with sharia objectives. 
 
Keywords: e-money, maqashid sharia, fiqh muamalah, contract, Islamic law 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan e-money dalam perspektif maqashid 
syariah fi al-muamalah dengan menitikberatkan pada akad-akad yang digunakan serta implikasi 
hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan 
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan 
dengan hukum ekonomi Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan e-money pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip 
syariah. Akad yang digunakan dalam e-money dapat berupa akad wadiah atau qardh antara penerbit 
dan pengguna, serta akad ijarah, ju‘alah, atau wakalah bi al-ujrah dalam hubungan dengan pihak 
pendukung sistem pembayaran. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penggunaan e-money 
sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan memberikan kemaslahatan dalam transaksi 
muamalah. Namun demikian, penggunaan e-money harus menghindari unsur riba, gharar, dan maisir 
agar tetap sesuai dengan tujuan syariah. 
 
Kata Kunci : e-money, maqashid syariah, fiqh muamalah, akad, hukum Islam 
 

 
 
PENDAHULUAN 

Transformasi teknologi digital telah memengaruhi hampir seluruh dimensi 
kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu perubahan yang 
paling nyata terlihat pada sistem pembayaran, di mana penggunaan instrumen non-
tunai semakin menggantikan transaksi konvensional. Dalam konteks ini, uang 
elektronik (electronic money) atau e-money hadir sebagai alat pembayaran berbasis 
teknologi yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital pada sistem 
elektronik. Perkembangan e-money tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya 
aktivitas perdagangan berbasis daring (e-commerce), yang memungkinkan transaksi 
dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak. Perubahan pola transaksi tersebut turut 
mendorong masyarakat untuk beralih pada metode pembayaran yang dinilai lebih 
praktis dan efisien. 

Penggunaan e-money semakin meluas karena menawarkan kemudahan dalam 
bertransaksi serta tingkat keamanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
penggunaan uang tunai. Faktor kepraktisan dan efisiensi menjadi alasan utama 
meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen pembayaran ini (Utami, 2017). 
Secara fungsional, e-money memiliki peran yang sama dengan uang pada umumnya, 
yaitu sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Namun demikian, e-money 
memiliki karakteristik khusus, yakni penggunaan saldo yang harus diisi terlebih 
dahulu melalui mekanisme top-up sebelum dapat digunakan dalam transaksi. 

Bagi masyarakat Muslim, perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran 
tidak hanya dipandang dari sisi kemudahan dan efisiensi, tetapi juga perlu dikaji dari 
sudut pandang kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan e-money 
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sebagai bagian dari praktik ekonomi modern masih menimbulkan pertanyaan dan 
keraguan, terutama terkait keabsahan akad serta kemungkinan adanya unsur-unsur 
yang bertentangan dengan hukum Islam. E-money pada dasarnya tidak 
menggantikan kedudukan uang sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan 
berfungsi sebagai alternatif pembayaran yang memberikan kemudahan akses, 
kenyamanan, dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, keberadaan e-money perlu 
dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya melalui 
pendekatan maqashid syariah fi al-muamalah. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji e-money dalam perspektif 
hukum dan ekonomi syariah. Anam menegaskan bahwa e-money memberikan 
dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena sifatnya yang praktis 
dan efisien. Firdaus menyatakan bahwa penggunaan e-money pada prinsipnya 
diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan tidak bertentangan dengan 
ketentuan syariah. Sementara itu, Abdulfattah dan Kurniawan menyoroti bahwa e-
money secara umum telah memenuhi prinsip maqashid syariah, khususnya dalam 
aspek menjaga harta, meskipun masih terdapat potensi kemudharatan pada jenis e-
money tertentu. Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas e-money 
dalam kerangka maqashid syariah fi al-muamalah dengan menitikberatkan pada akad 
dan implikasi hukumnya masih relatif terbatas. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan 
konseptual dan hukum terhadap praktik penggunaan e-money dalam aktivitas 
muamalah kontemporer. Islam tidak menutup ruang bagi inovasi dalam bidang 
ekonomi, namun menegaskan bahwa setiap bentuk muamalah harus berorientasi 
pada kemaslahatan dan keberkahan, bukan semata-mata pada keuntungan material. 
Oleh karena itu, penggunaan e-money perlu dikaji secara komprehensif agar tidak 
menimbulkan ketidakjelasan hukum maupun potensi kemudharatan bagi para pihak 
yang terlibat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
penggunaan e-money dalam perspektif maqashid syariah fi al-muamalah dengan 
menelaah akad-akad yang digunakan serta konsekuensi hukum yang 
ditimbulkannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 
bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis 
bagi masyarakat dan penyelenggara e-money dalam menerapkan sistem pembayaran 
yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma 
hukum, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan 
penggunaan e-money dalam perspektif maqashid syariah fi al-muamalah. Pendekatan 
kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan secara mendalam melalui 
analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan uang elektronik, fatwa Dewan Syariah 
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Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang uang elektronik syariah, serta 
kaidah-kaidah fikih yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-
buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas e-money, 
hukum ekonomi Islam, serta konsep maqashid syariah. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
dokumen atau studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan 
dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai literatur dan 
dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal 
ilmiah, maupun sumber hukum lainnya yang relevan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih dan 
memfokuskan data yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, 
serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data. Melalui metode ini, 
penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai 
penggunaan e-money dalam perspektif maqashid syariah fi al-muamalah serta 
implikasi hukum yang ditimbulkannya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Akad-Akad dalam Penggunaan E-Money 

Penggunaan e-money sebagai instrumen pembayaran modern melibatkan 
beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam suatu sistem transaksi. Pihak-pihak 
tersebut antara lain penerbit e-money, pemegang atau pengguna e-money, serta pihak 
pendukung lainnya seperti prinsipal, acquirer, pedagang (merchant), dan 
penyelenggara sistem pembayaran. Hubungan hukum antara para pihak tersebut 
tidak dapat dilepaskan dari akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan e-
money, khususnya bagi e-money yang menerapkan prinsip syariah. 

Berdasarkan hasil kajian terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad yang digunakan antara penerbit dan pemegang e-
money dapat berupa akad wadiah (titipan) atau akad qardh (pinjaman) (DSN-MUI, 
2017). Akad wadiah berlaku apabila dana yang disetorkan oleh pemegang e-money 
bersifat titipan dan tidak digunakan oleh penerbit. Namun, apabila dana tersebut 
digunakan oleh penerbit dengan seizin pemegang, maka akad wadiah berubah 
menjadi akad qardh. Perubahan akad ini memiliki implikasi hukum tersendiri, 
terutama terkait tanggung jawab penerbit terhadap dana milik pemegang e-money. 

Selain itu, hubungan antara penerbit e-money dan pihak pendukung dalam 
sistem pembayaran umumnya menggunakan akad ijarah, ju‘alah, atau wakalah bi al-
ujrah. Akad-akad tersebut digunakan sebagai dasar pemberian imbalan atas jasa yang 
diberikan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik. Kejelasan akad 
menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) 
dalam transaksi dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

 
E-Money dalam Perspektif Maqashid Syariah fi al-Muamalah 

Konsep maqashid syariah menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi 
manusia. Dalam konteks muamalah, maqashid syariah menjadi landasan penting 



` 

 

Vol. 2 No. 2 (2026) 
 ISSN: 3089-5871 

 

Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research 
https://al-iffah.hellowpustaka.id/ 

 

96 
 

Lina Pusvisasari, Ina Nursifah, Ahmad saad 
Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Maqashid Syariah Fi Al-Muamalah 

dalam menilai praktik ekonomi kontemporer, termasuk penggunaan e-money. Imam 
al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, 
hajiyat, dan tahsiniyat, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga kepentingan 
dasar manusia (Syufa’at, 2013). 

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan e-money pada dasarnya sejalan dengan 
prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek menjaga harta (hifz al-mal). E-
money memberikan kemudahan, efisiensi, serta keamanan dalam bertransaksi, 
sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan meningkatkan 
efektivitas aktivitas ekonomi. Dari sisi kemaslahatan, e-money juga mendukung 
terciptanya efisiensi biaya dan waktu, yang termasuk dalam kategori hajiyat karena 
membantu menghilangkan kesulitan dalam transaksi. 

Namun demikian, kesesuaian e-money dengan maqashid syariah fi al-
muamalah sangat bergantung pada sistem dan prinsip yang diterapkan. E-money 
berbasis syariah dinilai lebih selaras dengan tujuan syariah karena pengelolaannya 
berpedoman pada fatwa DSN-MUI serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. 
Sebaliknya, e-money konvensional berpotensi mengandung unsur-unsur yang 
bertentangan dengan prinsip syariah apabila pengelolaan dan mekanisme akadnya 
tidak dilakukan secara jelas dan transparan. 

 
Implikasi Hukum Penggunaan E-Money 

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum penggunaan e-money dalam 
perspektif Islam pada dasarnya adalah mubah, sesuai dengan kaidah fikih yang 
menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat 
dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kebolehan 
penggunaan e-money sebagai alat transaksi modern selama tidak mengandung unsur 
yang dilarang dalam syariah. 

Namun, kebolehan tersebut bersifat terbatas. Apabila dalam praktiknya e-
money mengandung unsur riba, gharar, atau maisir, maka penggunaannya menjadi 
tidak sesuai dengan tujuan syariah dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. 
Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menghindari potensi 
kerugian, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan e-money berbasis syariah yang 
telah mendapatkan pengawasan dan rekomendasi dari lembaga yang berwenang 
(DSN-MUI, 2017). 

Dengan demikian, penggunaan e-money perlu dipahami tidak hanya sebagai 
inovasi teknologi dalam sistem pembayaran, tetapi juga sebagai bagian dari praktik 
muamalah yang harus selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pendekatan ini 
penting agar perkembangan teknologi keuangan dapat berjalan seiring dengan tujuan 
syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) dan 
menjaga keberkahan dalam aktivitas ekonomi. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan e-money dalam praktik muamalah kontemporer pada dasarnya 
diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Akad yang 
digunakan dalam sistem e-money antara penerbit dan pengguna dapat berupa akad 
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wadiah atau qardh, sedangkan hubungan antara penerbit dan pihak pendukung sistem 
pembayaran umumnya menggunakan akad ijarah, ju‘alah, atau wakalah bi al-ujrah. 
Ditinjau dari perspektif maqashid syariah fi al-muamalah, penggunaan e-money 
sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) serta memberikan kemudahan dan 
efisiensi dalam transaksi. Namun demikian, kebolehan tersebut bersifat terbatas dan 
bergantung pada sistem pengelolaan yang diterapkan. Apabila e-money mengandung 
unsur riba, gharar, atau maisir, maka penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan 
syariah dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penggunaan e-
money berbasis syariah yang berada di bawah pengawasan lembaga berwenang 
menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
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